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A. Lalar Belak:wg 
BAB I 
I'F.NDMIULUAN 
• 
lmplementasi otonomi daerah merupakan titik fokus upa)'a pemcrintch 
untuk mensejahtcrakun masyarnkat sesuai dcngan ciri khas masing-masing 
daerahnya. Otonomi daerah di Indonesia diberlakukan melalui Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diamandemen 
dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemcrintah Daerah. Menurut UU Nomc·r 
32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah hak wewenang dan kewajibaa 
daerah otonomi untuk mengatur dan mengatur sendiri urusan pemerintahi'n dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dcngan peraturan perundang-uncangan. 
Secara garis besar ada 7 yang perlu di perhntikan dari otonomi daerah itu >endiri 
yang menjadi Main Goal (Tujuan Utama) yakni: Pelayanan Publik, Pcmb-!rda}aan 
Masyarnknt, Peran serta Masyarakat, Daya Saing daerah. Kesejahteraan 
Masyar.tkat, Demokrasi dan Pcmerataan dan keadilan. Dari ketujuh isu sttatcg i<; 
otonomi daerah tcrscbut, bisa dirangkum dnlam satu perwujudan rill yakn 
terwujudnya Good Govemanct• (Tata kelola pemerintahan yang baik) sebagai 
indikaior keberhasilan implemcntasi otonomi daerah itu sendiri. lndikator 
keberhasilan pelaksnnaan Good Governance dapat dilihat dari kualitas pehyanan 
publik, partisipasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang populis ditunJang 
dengan kualitas dan kapabilitas pejabat publiknya. 
lrnplementasi otonomi daerah disempumakan dengan desentralisui 
fiskal yang resmi dimulai sejak I Januari 2001. Awalnya. pelaksanaan 
desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemoodiri1n 
di daerah. Sebagai konsekuensinya. daerah kemudian menerima pelimpahUl 
kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar 
negcri, pertahanan, keamanan. yustisi, moneter dan fiskal scrta keagamaan. 
Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dcngan pen)'crdhan sumber-~umber 
pendannan berupa penyerahan basis-basis pcrpajakan maupun bantuan pen:lana:m 
melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai asas money follows function. '1.1 asi 1 
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adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan 
mcngurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (h('risontal 
imbalances) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (vertical itr.balances: . 
Dalan1 konteks pendanaan desentralisasi, hal yang sangat krusial untuk 
dilihat adalah efektivitas dana yang semakin besar bergulir ke daerah dibelanjtkan 
oleh daerall dan dampak kepada peningkatan kesejallteraan masyaraJ.:at. 
Kcberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ant3ra 
lain dipengaruhi oleh kebijakan belanja masing-masing pemerintah daerah. 
Kebijakan belanja pemerintah daerah dapat tercermin dari besaran al:>kasi belmja 
untuk tiap fungsi dan jenis belanja. Sumber penerimaan daerall dalam konteks 
otonorni daerah dan desentralisasi fiskal untuk saat ini masih didominasi oleh 
bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan prop:>rsi Dana 
Alokasi Khusus masih relatif kecil. Secara rata-rata nasional, Pendapatan Asli 
Daerall hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, 
sedangkan yang kurang lebih 70% masih menggantungkan sumbangan dari 
bantuan pemerintall pusat. Dominannya peran transfer rclatif terhadap Pendapatan 
Asli Daerall daiam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarny<. tidak 
. 
memebrikan panduan yang baik bagi pemerintah terhadap aliran tran>fer itu 
sendiri. 
Bukti-butki empiris secara intemasional menunjukkan ballwa tinggin! a 
ketergantungan pada transfer temyata berhubungan negatif dengan 
pemerintahannnya (Mello dan Barenstrein, 2001). Bebcrapa peneliti j uga 
menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pe::tdapatan 
sendiri. Ketika penerimaan daerall berasal dari transfer, maka stimulasi atas 
belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stiroulasi yang muncul dari 
pendapatan daerall. Oates (1999) menyatakan ballwa ketika respon belanja dae:ah 
lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut 
flypaper effect (Halim, 2002). 
Flypaper effect adalall suatu fcnomena pada suatu kondisi ketika 
pemerintah daerah merespon belanja daerallnya lebih banyak berasal dari 
transfer/grants atau sccara spesifik bisa disebut scbagai transfer tidak bersyarat 
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atau unconditional!{l'ltnls daripada pcndapatan asli daerahnya tersebut sehinhga 
akan mengakibatkan pembororsan dalam belanja daerah. Uncondit.onal grants 
yang diproksikan dengan dana alokasi urnum ditentukan berdasarkan celah riskal 
yaitu kebutuhan diskal dikurangu kemarnpuan fiskal daerah dan alckasi dasar 
yang dialokasikan secara keseluruhan (lump sum) dari pemerintah pusat. Setiap 
transfer tidal< bersyarat yang diberikan merupakan konsekuensi atas otonomi 
daerah yang berlaku agar tidak menyebabkan kesenjangan dalarn pelaksanaut 
pembangunan daerah walaupun dalarn beberapa studi ernpiris diterr ukan bahwa 
transfer tidak bersyarat mengakibatkan peningkatan pengeluaran publik melebihi 
kenaikan pendapatan masyarakatnya. 
Terkait dengan hal ini, banyak penelitian yang telah rnemb-lhas tentang 
flypaper. Salah datu penelitian rnenjelaskan keterkaitanflypaper eff<!ct dengan 
perilaku pernerintahan, di mana model sederhana dari perilal..-u pemerintah daerah 
memprediksi efek yang yang sama dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi 
atau bantuan tanpa syarat dari pemerintah pusat sepeni untuk pembangunan 
infrastruktur. Banyak analisis empiris menemukan bahwa efek dari dana ban:uan 
dari pemerintah pusat lebih besar daripada efek pendapatan asli daerah itu se:1diri. 
Ada peberapa pendapat yang dikemukakan mengcnai adanya flypaper effect yang 
terjadi pada suatu daerah, diantaranya adalah kemungkinan dari sua1U 
kcpemimpinan politik yang lernah untuk memecahkan berbagai mas~lah dan 
dalarn pengarnbilan keputusan dari lingkungan yang multi partai (Per To'<mo, 
Torberg Falch, 2002). Hal ini juga didukung dengan penelitian yang 
mengemukakan bahwa SiLPA berpemgarub positifterhadap perilal..-. oportur.Jstik 
penyusun anggaran, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa SiLP A yang besar 
sangat erat kaitannya akibat dari tingkat serapan yang sangat kecil y~g 
diakibatkan dari adanya kcsalahan pola perencanaan, baik dalam hal kebijakan 
dan teknis (Megasari, 20 15). 
Penelitian lain terkait denganflypaper effect di Jawa Timur 
mcngindikasikan terjadiflypaper effect di Jawa Timur yang dibuktikan dengan 
adanya pengaruh DAU terhadap bclanja daemh lebih kuat daripada PAD 
(Ariwijaya, 20 13). Semen tara itu. penelitian lain terkait dengan flypa;ler e_ffec· 
mcnunjukkan bahwa tidak tcrjadinyaflypapcr effect di Jawa Timur yang bem:.ti 
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bahwa sebagian besar KabupatcniKota di Provonsi Jawa Timur leb1h bergantung 
pada pcndapatan asli daerah itu sendiri daripada dana alokasi umum dari 
pemcrintah (Aroli. 20 15). 
Hal ini sesuai dengan laporan kincrja pengelolM!l keuanga, Provins1 
Jawa Timur yang menjelaskan bahwa besamya anggaran dan realistsi pendapatan 
dan belanja dacrah menunjuk.kan peningkatan pada akhir 2012, di rrana s:ruktur 
anggaran pendapatan daerah di Jawa Timur masih didominasi oleh Pedapatan Asli 
Dacrah (PAD) dengan proporsi sebesar 61,57% dari total pendapata.,. Senentara 
itu, alokasi Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi HasiJ (DBH), Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) serta pendapatan lain-
lain yang sah berupa pendapatan hibah dan dana pcnyesuaian memberikan 
kontribusi yang relatifsama, yaitu masing-masing sebesar 18,91% d3n 19.52%. 
Bahkan, reaJisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jawa Timur mencapai 
101,74% di sepanjang tahun 2015. Hal inilah kemudian yang mend<X"ong peneliti 
untuk melakukan penelitian untuk membuktikan terkait dengan Fenc-mena 
Flypaper Effect pada Dana Perimbangan, PAD dan SiLPA terhadap Belanja 
Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan fenomcna yang teljadi penelitian ini dilakukan untulc 
membuktikan fenomenajly paper effect di Jawa Timur periode tahua 201 ~- 2015. 
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